
 
 

 
 
 

BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR 64  TAHUN 2018 

TENTANG 

URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAN 
PENGAWAS PADA STAF AHLI BUPATI, SEKRETARIAT DAERAH, 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
INSPEKTORAT DAN KECAMATAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

Menimbang : bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 145 
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat 
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

Inspektorat dan Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, 
Administrator dan Pegawas pada Staf Ahli Bupati, 

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Inspektorat dan Kecamatan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

SALINAN 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236); 

11. Peraturan Bupati SukoharjoNomor 49 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat 
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 49); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN 

PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS PADA 
STAF AHLI BUPATI,SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT 

DAN KECAMATAN. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
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3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sukoharjo. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

6. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Sukoharjo. 

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sukoharjo. 

8. Sekretaris Daerah  adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Sukoharjo. 

9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten 
Sukoharjo. 

10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten 
Sukoharjo. 

11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sukoharjo. 

12. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten 
Sukoharjo. 

13. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah 
kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. 

14. Camat adalah kepala kecamatan yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

15. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat 

Daerah di bawah Kecamatan. 

16. Lurah adalah kepala kelurahan selaku perangkat 

Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. 

17. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan 
tinggi pada Instansi Pemerintah. 

18. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

publik serta administrasi pemerintahan dan 
pembangunan. 

19. Jabatan Administrator adalah bagian dari Jabatan 

Administrasi yang bertanggung jawab memimpin 
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

20. Jabatan Pengawas adalah bagian dari Jabatan 
Administrasi yang bertanggung jawab mengendalikan 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat 
Pelaksana. 

21. Jabatan Pelaksana adalah bagian dari Jabatan 

Administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan 
kegiatan pelayanan publik serta administrasi 

pemerintahan dan pembangunan. 
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BAB II 

URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, 

ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS 

Pasal 2 

 
Uraian tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan 
Pengawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

 
 

BAB III 

JENJANG JABATAN 

Pasal 3 
 

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau 
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 

(2) Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli 
Bupati dan Inspektur merupakan jabatan eselon IIb atau 
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 

(3) Camat, Kepala Bagian,  Inspektur Pembantu, Sekretaris 
pada Inspektorat, merupakan jabatan eselon IIIa atau 
Jabatan Administrator. 

(4) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan eselon IIIb 
atau Jabatan Administrator. 

(5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD dan Inspektorat, dan Kepala Seksi 
pada Kecamatan  merupakan jabatan eselon IVa atau 

Jabatan Pengawas. 

(6) Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris 

Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahanmerupakan 
jabatan eselon IVb atau Jabatan Pengawas. 
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BAB  IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 16 November 2018 

BUPATI SUKOHARJO, 

ttd 
 

WARDOYO WIJAYA 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  16 November 2018 

 
      SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
                    ttd 

 
           AGUS SANTOSA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2018 NOMOR 65 

 
 
 


